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PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 8 TAHUN 2025 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI 

PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN 

KOMERING ILIR 

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 

Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 

Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

 

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 

12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 

No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 

sebagaimana terlah diubah dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022; UU No. 94 

Tahun 2024; PP No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 

45 Tahun 1990; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; PP No 79 Tahun 

2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan 

PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022. 

 

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kewajiban dan larangan PPPK, 

hukuman disiplin, tata cara pengenaan hukum disiplin, izin perkawinan dan 

perceraian, berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan 

hukuman disiplin dan upaya administratif, kewajiban, larangan, tingkat dan 

jenis hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan hukuman disiplin, pelanggaran 

terhadap kewajiban, pelanggaran terhadap larangan, tata cara pengenaan 

hukuman disiplin, perceraian, hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang 

sah, sanksi, berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan 

hukuman disiplin, berlakunya hukuman disiplin, pendokumentasian keputusan 

hukuman disiplin, upaya administratif, keberatan, banding administratif, tata 

cara penyelesaian banding administratif dan ketentuan penutup. 

 

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 03 Maret 2025. 

 

 


